
 

 

 

 

 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) 

PELAYANAN PUBLIK PEJABAT PENGELOLA INFORMASI 

DAN DOKUMENTASI (PPID) 

KABUPATEN JEMBER 

 

 

 

 

 



BAB I: PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pemenuhan kebutuhan Informasi sudah menjadi bagian integral dari hak asasi manusia. 

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan 

lingkungan sosialnya. Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting 

Negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan 

penyelenggaraan Negara yang baik. 

Kehadiran Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi Publik 

(UU KIP) Pada 30 April 2010 telah membuka seluas-luasnya akses informasi publik bagi 

masyarakat dengan pengecualian yang terbatas merupakan sarana mengoptimalkan 

pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya serta 

menjadi momentum penting dalam mendorong Keterbukaan Informasi di Indonesia, 

khususnya di Kabupaten Jember. UU ini mendorong pemerintahan menjadi 

pemerintahan yang transparan, partisipatif dan akuntabel. Pemberlakuan UU KIP telah 

memberikan landasan hukum terhadap hak setiap orang untuk memperoleh Informasi 

Publik. Dimana, setiap badan Publik mempunyai kewajiban dalam menyediakan dan 

melayani permohonan Informasi Publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara 

sederhana. 

Salah satu tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah 

menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat. Terkait dengan 

tugas tersebut, PPID menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) layanan 

informasi publik di lingkungan PPID Kabupaten Jember, dengan adanya Standar 

Operasional Prosedur Pelayanan Informasi Publik ini dapat menjadi pedoman dan 

petunjuk dalam melaksanakan tugas untuk memberikan pelayanan prima kepada 

masyarakat. Diharapkan implementasi UU KIP dapat berjalan efektif dan hak hak publik 

terhadap informasi yang berkualitas dapat terpenuhi. 

 



B. Landasan Hukum 

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan 

Informasi Publik  

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan 

Publik 

3. Permendagri No 2 Tahun 2026 Tentang Pengelolaan Layanan Informasi Publik Di 

Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, Dan Pemerintah Desa  

4. Perki Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa 

5. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang 

Standar Layanan Informasi Publik 

6. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pedoman 

Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah 

Provinsi Jawa Timur 

7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 

Kabupaten Jember  

8. Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pedoman PPID Kab. Jember 

 

C. Maksud dan Tujuan 

1. Maksud 

     Pedoman ini merupakan salah satu kelengkapan yang diperlukan sebagai acuan 

untuk mempermudah PPID Kabupaten Jember dalam mengelola dan pemberian 

layanan Informasi dan dokumentasi kepada masyarakat. 

2. Tujuan 

a. Memberikan kepastian dan keseragaman dalam proses pelaksanaan tugas PPID 

maupun PPID Pembantu. 

b. Memberikan standar bagi pejabat PPID dalam melaksanakan pelayanan informasi 

publik. 



c. Memberikan kejelasan dan transparansi kepada masyarakat sebagai penerima 

layanan mengenai hak dan kewajibannya. 

d. Meningkatkan pelayanan informasi publik di lingkungan organisasi / Lembaga publik 

untuk menghasilkan layanan Informasi publik yang berkualitas secara cepat, tepat 

waktu, biaya ringan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB II 

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) KABUPATEN 

JEMBER 

 

A. Kedudukan PPID 

1. Kedudukan dan penunjukkan PPID Kabupaten Jember: 

a. PPID berkedudukan di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember. 

b. PPID ditetapkan melalui Keputusan Bupati Jember. 

c. PPID Utama adalah Kepala Bidang Informatika pada Dinas Komunikasi dan 

Informatika Kabupaten  Jember. 

 

2. Kedudukan dan penunjukkan PPID Pembantu / OPD: 

a. PPID Pelaksana / OPD berkedudukan di satuan kerja masing-masing. 

b. PPID Pelaksana / OPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati Jember. 

 

B. Tugas dan Fungsi 

1. Tugas dan Fungsi Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi 

Tugas: Memberikan arahan dan pembinaan atas pengelolaan informasi dan 

dokumentasi publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember. 

Fungsi: 

a. Pembina dan pengarah atas berbagai persoalan yang terkait dengan pelaksanaan 

pelayanan informasi publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember. 



b. Pemberian pertimbangan atas informasi yang dikecualikan, pertimbangan atas 

keberatan, dan penyelesaian sengketa informasi di lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Jember. 

 

2. Tugas dan Fungsi PPID Kabupaten Jember 

Tugas: Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi dan 

mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi di 

lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember. 

Fungsi: 

a. Penghimpunan informasi publik dari seluruh OPD di lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Jember. 

b. Penataan dan penyimpanan informasi publik yang diperoleh dari seluruh OPD 

di Pemerintah Kabupaten Jember. 

c. Pelaksanaan konsultasi informasi publik yang termasuk dalam kategori 

dikecualikan dan informasi yang terbuka untuk publik. 

d. Pendampingan Penyelesaian sengketa informasi. 

 

3. Tugas dan Fungsi PPID Pelaksana / OPD 

Tugas: Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi dan 

mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi di 

lingkungan satuan kerja. 

Fungsi: 

a. Membantu PPID melaksanakan tanggung jawab, tugas dan kewenangannya; 

b. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID secara berkala dan 

sesuai kebutuhan; 



c. Melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan 

tugas pokok dan fungsinya; 

d. Menjamin ketersediaan dan akselerasi informasi dan dokumentasi bagi 

pemohon layananan informasi secara cepat, tepat berkualitas dengan 

mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima; dan 

e. Mengumpulkan, mengolah, mengkompilasi bahan dan data lingkup OPD 

masing-masing menjadi bahan informasi publik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB III 

RUANG LINGKUP STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR 

PELAYANAN INFORMASI PUBLIK 

 

Setiap penyelenggara pelayanan publik sesuai dengan masing-masing tugas dan 

fungsinya harus memiliki standar pelayanan yang berkaitan dengan prosedur dan waktu 

sebagai ukuran baku untuk penyelenggaraan pelayanan publik dan wajib ditaati oleh 

pemberi dan penerima pelayanan informasi. 

 

A. Proses Pelayanan Informasi Publik 

Alur kerja PPID dalam memproses Pelayanan Informasi Publik meliputi koordinasi antara 

Pemohon, Sekretariat, Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi, Bidang 

Pelayanan & Dokumentasi Informasi, Bidang Penyelesaian Sengketa, PPID Pelaksana, 

dan Komisi Informasi. 

 

B. Asas Pelayanan Informasi Publik 

1. Transparansi: Bersifat terbuka, mudah dan dapat di akses oleh semua pihak yang 

membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti. 

2. Akuntabilitas: Dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

3. Kondisional: Sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima 

pelayanan dengan tepat berpegang pada prinsip efisiensi dan efektifitas. 

4. Partisipatif: Mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan 

informasi publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan 

masyarakat. 



5. Kesamaan Hak: Tidak diskriminatif dalam arti tidak membedakan suku, ras, agama, 

golongan, gender dan status ekonomi. 

6. Keseimbangan Hak dan Kewajiban: Pemberi dan penerima pelayanan publik harus 

memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak. 

 

C. Simbol Diagram Alur SOP 

1. Simbol kapsul/terminator: untuk mendeskripsikan kegiatan mulai dan berakhir; 

2. Simbol kotak/Proses: untuk mendeskripsikan proses atau kegiatan eksekusi; 

3. Simbol belah ketupat: untuk mendeskripsikan kegiatan pengambilan keputusan; 

4. Simbol anak panah/arrow: untuk mendeskripsikan arah proses kegiatan. 

 

D. Jenis-jenis SOP PPID 

1. SOP Penyusunan Daftar Informasi Publik 

Dalam menyusun daftar informasi publik diperlukan berbagai tahap yang terdiri atas 

tahap pengumpulan informasi, tahap klasifikasi, tahap dokumentasi, tahap penetapan, 

dan pengumuman daftar informasi publik termasuk mengunggah (upload) daftar 

informasi publik dan dokumennya ke dalam website Pemerintah Daerah. 

a. Tahap Pengumpulan Informasi: 

(1) Pengumpulan informasi merupakan aktivitas penghimpunan kegiatan yang telah, 

sedang dan yang akan dilaksanakan oleh setiap satuan kerja. 

(2) Informasi yang dikumpulkan adalah informasi yang berkualitas dan relevan dengan 

tugas pokok dan fungsi masing-masing OPD. 

(3) Informasi yang dikumpulkan dapat bersumber dari pejabat dan arsip, baik arsip 

statis maupun dinamis. 



(4) Pejabat sebagaimana dimaksud merupakan pejabat yang bertanggung jawab 

dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di Satuan Kerjanya, sedangkan arsip 

statis dan dinamis merupakan arsip yang terkait dengan pelaksanaan tugas pokok 

dan fungsi Satuan Kerja bersangkutan. 

(5) Penyediaan informasi dilaksanakan dengan memperhatikan tahapan: mengenali 

tugas pokok dan fungsi, mendata kegiatan, mendata informasi dan dokumen yang 

dihasilkan, serta membuat daftar jenis-jenis informasi dan dokumen. 

b. Pengklasifikasian Informasi: 

Dalam proses pengklasifikasian, informasi dibagi menjadi dua kelompok, yaitu informasi 

yang bersifat publik dan informasi yang dikecualikan. 

(1) Informasi yang bersifat publik: 

• Informasi yang bersifat terbuka (berkala): Profil singkat, laporan kinerja/AKIP, 

laporan keuangan (LRA, pertanggungjawaban), informasi perundangan, dan 

informasi detil atas permintaan. 

• Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta: Bencana alam (tsunami, 

longsor, banjir), limbah berbahaya, kebocoran reaktor nuklir, penggusuran lahan, 

hal-hal yang mengancam hajat hidup orang banyak. 

• Informasi publik yang wajib tersedia setiap saat: Daftar informasi publik (DIP), hasil 

keputusan Pemkab & latar belakangnya, seluruh kebijakan & dokumen pendukung, 

rencana kerja & perkiraan pengeluaran, perjanjian pihak ketiga, prosedur kerja 

pegawai, laporan pelayanan informasi. 

(2) Informasi Yang Dikecualikan: 

• Berdasarkan UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 dan 18. 

• Prinsip: Ketat (metode valid & obyektif), Terbatas (menghindari penafsiran 

subyektif), Tidak mutlak (dapat dibuka jika kepentingan publik lebih besar). 

• Pengujian: Menggunakan uji konsekuensi bahaya (consequential harm test) dan uji 

kepentingan publik (balancing public interest test). 



• Disertai pertimbangan tertulis mengenai implikasi politik, ekonomi, sosial budaya, 

dan pertahanan keamanan. 

 

c. Pendokumentasian Informasi: 

Meliputi Deskripsi Informasi (ringkasan), Verifikasi Informasi, Otentikasi Informasi 

(validasi keaslian), Kodefikasi Informasi, serta Penataan dan Penyimpanan Informasi. 

 

2. SOP Pelayanan Permohonan Informasi Publik 

Layanan langsung melalui desk pelayanan informasi (mengisi formulir, melampirkan 

KTP, menerima tanda bukti, proses dan penyerahan) serta layanan tidak langsung 

melalui media online (website: ppid.jemberkab.go.id) dan cetak. 

Jangka Waktu Penyelesaian: 

• Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima oleh PPID. 

• Perpanjangan waktu maksimal 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggapan pertama 

diberikan. 

 

3. SOP Uji Konsekuensi Informasi Publik 

• Pendekatan Aktif: Berdasarkan prakarsa dari badan publik untuk 

mengklasifikasikan informasi. 

• Pendekatan Pasif: Perkelahian/klasifikasi yang dilakukan karena adanya 

permintaan informasi dari pemohon. 

 

4. SOP Pengajuan Keberatan Pelayanan Informasi Publik 

Alasan keberatan: Penolakan atas permintaan informasi, tidak disediakannya informasi 

berkala, tidak ditanggapi, tidak dipenuhi, biaya tidak wajar, penyampaian melebihi waktu. 



Prosedur penanganan: PPID menyusun daftar keberatan, rapat koordinasi dengan OPD 

terkait (max 3 hari kerja), penyusunan berita acara, serta tanggapan tertulis. 

 

5. Penyelesaian Sengketa Informasi 

PPID menyiapkan bahan, menyusun kajian pertimbangan hukum untuk Atasan PPID, 

serta melakukan pendampingan hukum saat sengketa berlanjut ke Komisi Informasi, 

PTUN, hingga Mahkamah Agung. 

 

Operasional & Waktu Pelayanan Informasi Publik 

Front Office: Desk layanan langsung & desk layanan via media. 

Back Office: Bidang pelayanan & dokumentasi, Bidang pengolahan data & klasifikasi, 

Bidang penyelesaian sengketa. 

Waktu Pelayanan (PPID Diskominfo  Kab. Jember): 

• Senin - Kamis : 08.00 s/d 15.00 WIB (Istirahat: 12.00 s/d 13.00 WIB) 

• Jumat              : 08.00 s/d 15.00 WIB (Istirahat: 11.00 s/d 13.00 WIB) 

Biaya: Pelayanan gratis (tidak dipungut biaya). Penggandaan/perekaman dilakukan 

mandiri oleh pemohon. 

 

Laporan Operasional Layanan Informasi 

Petugas pelayanan membuat laporan harian -> disampaikan ke Bidang Pelayanan 

Informasi -> Bidang Pelayanan menyusun Laporan Bulanan kepada PPID -> PPID 

melaporkan setiap bulan kepada Sekretaris Daerah (Atasan PPID). 

 

 

 



BAB IV: PENUTUP 

 

 

Dengan adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) ini, diharapkan Pejabat 

Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Jember maupun PPID 

Pembantu di setiap OPD/Kecamatan, mampu melaksanakan kegiatan Pengelolaan 

Informasi dan Dokumentasi dengan prosedur yang terarah, terukur dan dapat 

dipertanggungjawabkan. Dan dengan SOP ini pula bentuk pelayanan yang 

mencerminkan proses pelayanan yang baik, efektif, efisien dan akuntabel dapat 

ditampilkan dan dirasakan penerima layanan, sebagai bentuk komitmen atas 

pengejewantahan dari tujuan diberlakukannya Undang-undang Keterbukaan Informasi 

Publik (UU KIP) yang sejalan dengan rencana aksi Open Government Indonesia (OGI). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 












































































































